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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 32 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2005 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, maka perlu dilakukan 

perubahan anggaran dimaksud: 

bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2005 perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3890): 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048) : 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3952): 

Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938): 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan 

Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952):
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Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165): 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4022): 

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024): 

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4262), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416),



   



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

TAHUN ANGGARAN 2005. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 120.335.377.610,- 

b. Bertambah Rp. 6.225.061.065,- 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan Rp. 126.560.438.675,- 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 115.359.257.610,- 

b. Bertambah Rp. 8.737.049.046,- 

Jumlah Belanja setelah 

Perubahan Rp. 124.096. 306.656,- 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 2.511.987.981,- 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1. Semula Rp. 72.850.000,- 

2. Bertambah / Berkurang Rp. 229.774.881,- 

Jumlah Penrimaan stelah 

Perubahan Rp. 302.624.881,- 

b. Pengeluaran 

1. Semula Rp. 4.976.120.000,- 

2. Bertambah / Berkurang Rp. (2.149 363.100).,- 

Jumlah Penrimaan stelah 

Perubahan Rp. 2.826.756.900,- 

Jumlah Pembiayaan setelah 

Perubahan Rp. 2.524.132.019,-



   



asal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampirar. 

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, 

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah: 

3. Lampiran III Daftar — Rekapitulasi Perubahan — Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang 

Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat 

Daerah: 

An 4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan: 

5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah: 

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah, 

7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah: 

8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap daerah, dan 

9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan. 

Pasal 3 

S Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Sebagai landasan 

Pasal 4 

operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan 

Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.



 



Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 29 Oktober 2005 

BUPATI BONE BOLANGO 

Diundangkan di Suwawa 

 



   


